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ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMERASAN OLEH ANGGOTA ORGANISASI MASYARAKAT (STUDI
PUTUSAN NO. 2603/Pid.B/2021/PN MDN jo NO.31/Pid/2022/PT MDN)

OLEH

FELIX ALATAN SITORUS
NPM : 208400054

Pemerasan yang dilakukan oleh anggota organisasi masyarakat merupakan bentuk
penyalahgunaan wewenang yang bertujuan untuk mempermudah urusan atau
memenuhi kepentingan pihak tertentu. Penelitian inimengkaji pertanggungjawaban
pidana terhadap anggota organisasi masyarakat yang terlibat dalam tindak pidana
pemerasan,serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi
pidana berdasarkan putusan No. 31/Pid/2022/PT. Penelitian ini bertujuan untuk
memahami mekanisme pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim dalam
penjatuhan sanksi terhadap pelaku pemerasan yang berasal dari organisasi
masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan
melakukan wawancara kepada majelis hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelaku pemerasan yang berasal dari organisasi masyarakat dapat dikenakan sanksi
pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan beberapa
faktor penting seperti dampak terhadap korban, jenis dan tingkat pemerasan, serta
latar belakang pelaku. Hakim juga mempertimbangkan semua barang bukti yang di
ajukan dalam persidangan sebagai bagian dari proses deliberasi. Selain itu,
pertimbangan hakim juga mencakup keterlibatan organisasi dalam tindak pidana
dan potensi pelanggaran terhadap aturan hukum lain nya. Tidak hanya pelaku,
organisasi yang terlibat dalam tindak pidana pemerasan juga dapat dikenakan sanksi
administratif, seperti pencabutan izin atau pembubaran, jika terbukti melanggar
hukum. Saran dalam penegakan hukum terhadap pelaku dan organisasi masyarakat
yang terlibat dalam pemerasan harus dilakukan dengan tegas. Saran yang diajukan
meliputi peningkatan pengawasan, sosialisasi hukum, dan penerapan sanksi yang
konsisten untuk menjaga ketertiban.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Tindak Pidana Pemerasan,
Organisasi masyarakat
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ABSTRACT

CRIMINALRESPONSIBILITY AGAINST PERFORMERSOF THE CRIME OF
EXTORTION BY MEMBERS OF COMMUNITY ORGANIZATIONS
(STUDY DECISION NO. 2603/Pid.B/2021/PN MDN jo NO. 31/Pid/2022/PT MDN)

BY

FELIX ALATAN SITORUS
NPM : 208400054

Extortion carried out by members of community organizations is a form of abuse of authority aimed
at making things easier or fulfilling the interests of certain parties. This research examines the criminal
liability of members of community organizations in volved in criminal actsofextortion, as wellas
analyzing the judge's considerations in imposing criminal sanctions based on decision no.
31/Pid/2022/PT. This research aims to understand the mechanisms of criminal responsibility and the
judge's considerations in imposing sanctions on extortion perpetrators from community organizations.
The research method use disnormative empirical by conducting interviews with the panel of judges.
The research results show that perpetrators of extortion who come from community organizations can
be subject to criminal sanctions in accordance with applicable legal provisions, taking into account
several important factors such as the impact on the victim, the type and level of extortion, and the
background of the perpetrator. The judge also considers all evidence presented at the trial as part of
the deliberation process. Apart from that, the judge's considerations also include the organization's
involvement in criminal acts and potential violations of other legal regulations. Not only perpetrators,
organizations involved incriminal acts of extortion can also be subject to administrative sanctions, such
as revocation of permits or dissolution, if proven to have violated the law. In conclusion, law
enforcement against perpetrators and community organizations involved in extortion must be firm.
Suggestions put forward include increasing supervision, socializing the law, and consistent application
of sanctions to maintain order.

Keywords: Criminal Liability, Extortion Crime Perpetrators, Community Organizations

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Acc\(q)ted 3/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)3/9,/25



Felix Alatan Sitorus - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan ...

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala

rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti memberkati penulis dalam setiap langkah

perjalanan penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelsaiakan skripsi ini
dengan baik,dengan berjudul “ Pertangungjawaban pidana terhadap pelaku tindak
pidana pemerasan oleh anggota organisasi masyarakat Skripsi ini. Sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas
Medan Area.

Skripsi ini merupakan hasil dari perjalanan penelitian yang dilakukan dengan
penuh dedikasi dan semangat untuk mengungkap dan menganalisis
Pertangungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan oleh anggota
organisasi masyarakat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin
terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari
berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis
menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta penulis Bapak ir. Joni Polen Sitorus dan
Ibu Idawati Simanjuntak.Yang selalu mendoakan penulis di setiap langkah
— langkah awal perkuliahan hingga sampai penulisan skripsi ini. Serta tidak
lupa memberikaan dukungan dan nasehat sehingga termotivasi untuk
menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik — baiknya.

2. Kepada saudara penulis abang,kakak dan adik yang sayang sayangi juga

mendukung hasil penelti dengan memberikan doa, motivasi dan

dukungannya.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan,M.Eng,M.Sc selaku Rektor Universitas
Medan Area.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

. S . Document Acc\(]eyted 3/9/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)3/9,/25



Felix Alatan Sitorus - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan ...

Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Rafigi S.H. MM. M. Kn selaku Wakil Bidang Menjamin Mutu

Akademik.

5. Bapak NanangTomi Sitorus,SH,M.H, Selaku Hukum Kepidanaan.

6. Bapak Dr. Shulhan Igbal Nasution SH.MH Selaku Bidang Bakat Dan
Inovasi

7. 1Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar,SH,M.H, selaku Kepala Bidang Pembelajaran
Dan Informasi Akademik .

8. Ibu Anggreni atmei lubis, SH, M.Hum. Selaku dosen pembimbing 1, yang
sudah bersedia memberikan masukan dan arahan dengan baik serta
pengarahannya dalam proses penyusunan skripsi ini. penulis ucapkan
terimakasih kepada ibu pembimbing 1 penulis.

9. Bapak Riswan Munthe ,SH,MH. Selaku dosen pembimbing II,yang sudah
bersedia memberikan masukan dan arahan yang baik dan tegas, sehingga
penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan penulis ucapkan
terimakasih kepada bapak pembimbing 2 penulis.

10. Ibu Arie Kartika ,SH,MH. Selaku sketaris, yang sudah memberikan arahan
dan masukan dalam sekripsi ini,penulis ucapkan terimakasih kepada selaku
ibuk seketaris.

11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area,
penulis mengucapkan terima kasih atas masukan dan arahan dalam setiap
mata perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaihan skripsi ini dengan
baik.

12. Semua unsur Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accvped 3/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)3/9,/25



Felix Alatan Sitorus - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan ...

Penulis mengucapkan terimakasih atas menyiapkan segala administrasi

dalam perkuliahan Universitas Medan Area.

13. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan stambuk 2020 fakultas
hukum Universitas Medan Area.

14. Dan kepada penulis sendiri Felix Alatan Sitorus, terimakasih karena
memutuskan tidak pernah menyerah sesulit apapun yang di jalani setiap
proses penyusunan skripsi ini dengan di sertai doa dan semangat penulis,
sehingga penulis telah menyelesaikan sebaik — baiknya dan semaksimal
mungkin.

Terimakasih penulis juga haturkan untuk semua pihak yang telah membantu
peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu
persatu. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang nyata dalam
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana, serta
memberikan kontribusi positif dalam pertanggungjawaban pidana pelaku tindak
pidana pemerasan oleh anggota organisasi masyarakat. Akhir kata, penulis
menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran,
dan masukan dari pembaca sangat penulis harapkan guna perbaikan dan
pengembangan di masa yang akan datang.

Medan, 21 Maret 2025

Felix Alatan Sitorus
208400054

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Acégi)ted 3/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)3/9,/25



Felix Alatan Sitorus - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan ...

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....ooiiiiiiii sttt sa e staa e tee e sntaeanaeesntaeennseeennaees 2
HALAMAN PERNY ATAAN L.ttt sttt sttt te e et e e aste e e ssta e e ssteeasaeeasseeessseeaseeeaseeeanseeensneeennes i
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI .....cooiiiiiiiiiee s ii
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ... Error! Bookmark not defined.
RIMWAY AT HIDUP ...ttt ettt ettt e et e e et e e as e e e s sbe e e st e e asteeeasteeeasseeenseaeanseeenneeeennneeans iii
F AN = 1 3 I ¥ AN L RS SPR 5
AT A PENGANT AR ettt ettt e sttt e e st e e e te e e aste e e asbe e e sseeasteeessteeeanaeeasaeeansaeennneeans vii
BAB | PENDAHULUAN ...ttt et e skt e e et e e et e e sste e e ssaeeasteeesnteaesnsaeesaeesnseeenneeeennes 1
1.1 LatarBelaKang..........ccooooiiiiiiiiiii ettt e e ettt e e e e e et b b a e e e e e e e e e nnaraareaeeeeeannnrraees 1

1.2 Rumusan Masalah .........ccooiiiiiiiiii et 14

1.3 TUJUAN PENEIEIAN. ....ccuviiiiiiiiiieceeiiee ettt e et e e ettt e e e ritb e e e e saeba e e e eetbeeeesatbeeeesaeraeeessssraeessnssseesensnses 14

1.4 Manfaat PEnelitian...........cooiuiiiiiiiiiie ettt e ettt e et et e ettt e st e et e e eetee e eneeeeanes 15

1.5 Keaslian Penelitian .........ccoouiiiiiiiiiiiiiieee ettt ettt e ettt e et e e e 16

BAB T TINJAUAN PUSTAKA ettt sttt ettt e sab e e sbn e e snbr e e snbeeenineean 18
2.1 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.............cccccueiievoiiiiiiiiiii i 18

2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.............ccccccoeeviiiiiiiiiiiiiiiiiec et 18

2.1.2 Dasar Hukum Pertangggungjawaban Pidana..............ccccccooviiiiiiiiiiic e 20

2.1.3 Unsur Pertanggungjawaban Pidana..............cccooiiiiiiiiiiiiii e 21

2.2 Tinjauan Umum Organisasi Masyarakat ..........c.coecuiiiiiiiiiiiiiiiie ettt 23

2.2.1 Pengertian Organisasi Masyarakat............ccceeeiiiuiiiiiiiiiieiiie ettt e 23

2.2.2 Dasar Hukum Organisasi Masyarakat ...........c.oooouieiiiiiiiiiiiiiiii ettt 24

2.2.3 Unsur Organisasi Masyarakat...........cc.ceeeiiuiiiieiiiiiie ettt e et e e et e e s s 25

2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerasan..............ccceeruieiiiiiiiieiiiiiee et 25

2.3.2 Dasar Hukum Tindak Pidana Pemerasan ..............cccoecuueiiiiiiieiiiniiiee ettt 30

2.3.3 Unsur Tindak Pidana Pemerasan .............occueeiiiiiiiiiiiiiiie ettt 32

BAB I METODE PENELITIAN. ...ttt sttt ettt et et e e st e e beeesnneeens 33
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian...........coooeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee ettt e 33

3.1.1 WaKtu PeN@LLIAN ......eeiiiiiiiiieeiiiee ettt ettt e ettt e e sttt e e ettt e e s e nteeeeeenneeee s 33

3.1.2 Tempat PENnEIItIan ........ccocuuiiiiiiiieie ettt e ettt e e st e e e ettt e e e enteeeesenneeee s 33

3.2 Metodologi PEnelitian. ...........eiiiiiiiieiiiiii ettt et e e st e et e e e 34

3.2.1 JeniS Penelitian.........ceeeeruiiiiiiiiiiee ettt ettt e et e e et e et e e et ee e eeneeee s 34

3.2.2 JENIS DIALA....coiiiiiiiiiiiieee e et ettt st e 35

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data..........cccoocuiiiieiiiiieeiiiie ettt et e s e raee e s s 35

3.2.4 ANALISIS DIALA.....oouiiiiiiiiiiie ettt st 36

2 U STROUSSTRI 37

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Acggpted 3/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25



Felix Alatan Sitorus - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan ...

4.1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Organisasi Masyarakat Yang Melakukan Tindak

Pidana PEmMEIaSan .........cooouuiiiiiiiiiie ettt ettt ettt st e et ea 37
4.1.1 Dasar Hukum Pemberantasan PremaniSme............ccoooeeerieeiiieeiiiieiiee e 44
4.1.2 Faktor Penyebabnya Terjadinya Tindak Pidana Pemerasan...............ccccceevevverenncnnereennnennn. 47
4.2 Pertimbangan Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana ...................... 50
4.2.1 Kedudukan Alat Bukti Pemerasan Dan Barang Bukti Pemerasan Di Pengadilan Tinggi
LY (TG USRS 53
4.2.2 Kronologi Kejadian Tindak Pidana Pemerasan Di Medan Belawan.............ccccoecoevviinenien. 55
BAB V PENUTUP.......tiiiit ittt ekttt b ettt eb et e be e b e e be e 58
5.1 SIMPULAN ...ttt b et b et h et sat ettt ettt sbe et b enees 58
5.2 SARAN ettt bbbttt et 59
DAFTAR PUSTAKA .ttt ettt b et b ekt a e et e ket et e be e bt e e bt e be e s e anne e 60
LAIMPEIRAN .ottt etttk b bt ekt e bt ekt e e b bt oAbt e e R et oAbt ekt e h et bt e b e e bt te et 62
UNIVERSITAS MEDAN AREA

. S . Document Acg&)ted 3/9/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)3/9,/25



Felix Alatan Sitorus - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan ...

BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerasan adalah tindakan yang melibatkan pemaksaan dengan cara yang tidak
berwujud atau tidak terkait dengan hukum, seperti ancaman dengan cara menggunakan
kekuasaan fisik, kekuasaan ekonomi, atau kekuasaan sosial. Pemerasan ini sering terjadi
dalam konteks organisasi masyarakat, seperti kelompok hukum, kelompok perlindungan
hak asasi manusia, atau kelompok yang memiliki tujuan mencapai tujuan yang berbeda
dengan hukum. Pemerasan secara umum dan khusus Pemerasan dalam anggota organisasi
masyarakat dapatdilihatsebagai ekstensidarikonflikantar individu,antar organisasi,atau
antar kelompok masyarakat yang berbeda. Pemerasan ini dapat mengakibatkan kerusakan
hak asasi manusia, kesejahteraan masyarakat, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.
Pemerasan yang berhubungan /bersinergi dalam anggota organisasi masyarakat dapat dilihat
sebagai konflik antara hukum dan praktik yang diberikan oleh organisasi tersebut.
Pemerasan dapat mengakibatkan kerusakan hak asasi manusia, kesejahteraan masyarakat,
dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dalam bentuk
pemerasan anggota organisasi masyarakat merupakan isu yang kompleks dan penting dalam
konteks hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat. Pemerasan atau biasa disingkat
pemerasan dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan seseorang atau sekelompok
orang untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara sah atau melanggar aturan.
Pemerasan merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan
untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan.
Berikut adalah latar belakang terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak
pidana ini dengan pemaparan dari yang umum ke khusus, antar alinea berhubungan, dan

alasan ketertarikan peneliti melakukan penelitian yang kongkrit.
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Ketertarikan peneliti melakukan penelitian yang kongkrit terkait tindak
pidana pemerasan Penelitian terkait pemerasan dalam bentuk pemerasan anggota
organisasi masyarakat dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang konflik yang
terjadi dalam organisasi masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang
mempengaruhi pemerasan tersebut. Penelitian ini dapat memberikan solusi yang efektif
untuk mengatasi pemerasan seperti dengan mengembangkan strategi pencegahan dan
pengendalian dalam anggota organisasi masyarakat.'

Organisasi masyarakat dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 peraturan ini tidak memperbolehkan ormas untuk leluasa menindas atau
mengintimidasi warga negara, apalagi memungut sumbangan ilegal dengan dalih
permintaan sumbangan yang sah atau konstitusional. Hal ini dimaksudkan sebagai
wadah bagi anggota untuk ikut serta dalam pembangunan untuk mencapai tujuan
nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Negara Indonesia, dan dengan adanya
ormas untuk mencapai tujuan nasional, dapat memberikan dukungan yang
bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal
368 Ayat 1 KUHP dan diartikan sebagai “seseorang yang bermaksud memperoleh
keuntungan bagi dirinya sendiri”.?

Organisasi masyarakat muncul dengan tujuan mencapai keuntungan ekonomi
dan politik, dan organisasi yang menggunakan cara-cara kekerasan atau koersif
untuk mencapai tujuan mereka. Seperti yang sering terjadi, sumbangan ilegal
diberikan di jalanan. Polisi merupakan instansi pemerintah yang mempunyai misi
memelihara ketenteraman dan ketertiban, melakukan operasi penegakan hukum,

serta mengayomi ,mengayomi,dan melayani masyarakat.Tentu saja, menjadi

'bid.,HIm.2

%ibid
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tanggung jawab polisi untuk menghilangkan gangguan ketertiban umum. Penelitian
ini mengkaji bagaimana upaya kepolisian dalam memberantas tindak pidana transfer
dana ilegal di jalan umum dan kendala-kendala yang dihadapi dalam memberantas

tindak pidana transfer dana ilegal di jalan umum.?

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerasan melibatkan dua pihak atau
lebih,baikitu pengguna jasa atau oknum petugas yang biasa melakukan kontak
langsunguntuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada
umumnya terjadi di tingkat lapangan yang dilakukan secara singkat dan biasanya
berupa uang. Tindak pidana pemerasan ini termuat dalam Pasal 368 KUHP yang
berbunyi‘“Barang siapa yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yangseutuhnyaatau sebagian
milik orang lain atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, di

ancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.*

Berkaitan dengan itu maka Presiden menerbitkan peraturan presiden nomor
87 Tahun 2016 Tentang pemerasan. Dalam kasus tersebut masih dikatakan kurang
efektif karena masih ada beberapa pelakuyang menganggap sanksi ataupun hukum
yang diberikan hanya sebatas teguran saja akan tetapi dilihat dari sudut pandang
pidana bisa saja dikenakan hukum yang lebih berat dari sebeelum nya akan membuat
efek jera bagi pelaku yang melakukan pemerasan yang bermodus parkir tersebut.
Faktor yang melatar belakangi permasalahan pemerasan yang dilakukan oleh

seseorang atausekelompokorang karenaadanyatekananekonomi,peluang

*ibid

*Ibid. Hal.2
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dan resionalisasi. Kelompok ground work merupakan kelompok yang ditandai ciri-
ciri kenal mengenal dekat dengan anggotanya serta mempunyai kerjasama yang erat
yang bersifat dekat dalam arti pribadi di dalam kehidupan nya. Kelompok ini cara
berinteraksi dan berkomunikasinya secara langsung (bertatap muka) tanpa melalui
perantara, jadi dengan adanya hal tersebut menjadi suatu tujuan dari individu juga
tujuan dari kelompok yang menjadikan suatu hubungan timbal balik antara
kelompok dengan anggotanya.’

Kelompok sekunder tersebut bisa dinamakan perkumpulan atau asosiasi. Ada
beberapa kelompok sosial yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok
sekunder maupun kelompok preliminary. Kelompok ini disebut dengan satuan
tugas. Kelompok satuan tugas ini berada antara kelompok sekunder dan kelompok
ground work, dengan adanya kelompok golongan satuan tugas terdiri dari anggota
yang berhubungan akrab, namun hubungan yang terjalin adalah secara formal atau
resmi untuk melaksanakan tugas tertentu. Secara umum kelompok satuan tugas
merupakan kelompok kecil yang berorientasi pada kewajiban atau untuk sejumlah

pekerjaan tertentu atau menangani sesuatu.®

Kejahatan merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (norma hukum)
dan mengacu pada perbuatan yang melanggar hukum pidana. Dalam yuris prudensi
terdapat perbedaan antara istilah kejahatan dan hukuman. Pak Sudarto mengatakan
meskipun kata hukuman terkadang digunakan sebagai pengganti kata hukuman,
namun menurut nya kata kejahatan lebih baik dari pada hukuman.

Arif dari Muradi dan Bar dan alawi mengatakan,istilah“hukuman”dapat

SSupriadi,danHaryonoBagus.“MengidentifikasiBentukKontrolSosial BerkenaanDengan
Fenomena Pornografi”, Vol. 17 No.1. 2015. Him 49.

®Pintar,Master2017,“KelompokSatuanTugas” http://www.gurupintar.com(Diaksespadal0
Desember 2022)
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memiliki arti yang sangat beragam karena merupakan istilah yang umum dan lazim

serta dapat merujuk pada bidang yang cukup luas.

Istilahini sering digunakan tidak hanya dalam bidang hukum, tetapi juga
dalam kehidupan sehari-hari seperti pendidikan, moralitas, agama, dan lain- lain.
“Kejahatan”adalah istilah yang lebih spesifik dan oleh karena itu memerlukan
kualifikasi makna atau makna sentral. Ini mungkin menunjukkan fitur dan
karakteristik unik. ”Pengertian Kejahatan dalam Hukum Pidana (KUHP). Hal ini
dilakukan oleh paraprofesional hukum yang menangani tindakan hukum
pemerasan,oleh pembuat undang-undang dengan mempertimbangkan maksud dan
tujuan tersebut.

Sampai saat ini masih banyak terjadi tindak pidana pemerasan terhadap
pedagang pasar di deli serdang yang dilakukan oleh ormas pemuda pancasila (pp),
terdapat data dilokasi Kepolisian Daerah Sumatra Utara. Sabtu, 3 juni 2023, tindak
pidana pemerasan yang melibatkan intimidasi, khususnya di Kota Medan. Semua itu
tidak lepas dari peraturan hukum yang berlaku saat ini atau belum adanya peraturan
atau putusan pengadilan dalam kasus-kasus tersebut. Kurangnya pilihan ini dapat
memotivasi masyarakat dan masyarakat untuk melakukan kejahatan, khususnya
kejahatan pemerasan. Selain itu, faktor ekonomi dan sosial dapat mendorong
masyarakat melakukan kejahatan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan dan
kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Hal ini membuat orang berpikir untuk
melakukan kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan peraturan hukum yang lebih tegas

dan wajib untuk mencegah orang dan masyarakat melakukan.

"Cesar Antonio Munthe,Rustam,KUHP Dan KUHAP,PT.Certe Posse Griya Palem Hijau,Godan,

Sleman, Yogyakarta, 2014, him93.
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kejahatan. Karena pelaku pemerasan tidak bisa dipisahkan dari orang dewasa saja,
dan dalam beberapa kasus bahkan remaja dan anak-anak pun bisa menjadi penjahat,
begitu juga dari kalangan terpelajar dan masyarakat awam, maka lembaga peradilan
perlu lebih proaktif dalam menegakkan peraturan hukum tersebut. Pemerasan yang
diatur dalam Bab 23 KUHP sebenarnya terdiri atas dua jenis tindak pidana, yaitu
pemerasan (affelling) dan intimidasi (afdregin).

Kedua kejahatan ini sifatnya sama: perbuatan yang bertujuan memeras orang
lain. Karena sifatnya yang sangat mirip, maka kedua tindak pidana ini biasanya
diatur dalam bab ini. Tujuan pemerasan menurut Pasal 368 adalah untuk
memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
Untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu kepada diri nya sendiri atau kepada
pihak ketiga, atau untuk meminjam atau membatalkan suatu utang, dengan paksaan

atau ancaman kekerasan. Tindakan ini disebut “mempengaruhi”.®

Arti khusus intimidasi yang dijelaskan. Pasal 368 (2) KUHP memuat pengertian
pemerasan secara luas. Pengertian luasnya adalah suatu perbuatan pemaksaan
melawan hukum terhadap seseorang dengan cara kekerasan atau pencurian, baik
yang dilakukan sendiri oleh tersangka maupun diserahkan oleh korban, yang
didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pemerasan merupakan
tindakan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pemerasan
terjadi dalam berbagai konteks dan motivasi. Pemerasan, yang dikenal dengan istilah
“afpersing” dalam bahasa Belanda dan “blackmail” dalam bahasa Inggris,
merupakan salah satu bentuk kejahatan umum. Pengertian kejahatan bukan sekedar

perbuatan yang diatur dalam hukum pidana.’

8 http://artonang. blogspot.co.id, pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur,html

diakses pada tanggal tanggal 16 Januari 2018, pukul14.54Wib.

“Teguh Prasetyo,2010, Hukum Pidana,Jakarta,Rajawali Pers,hlm87.
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Istilah kejahatan sebagai perluasan tanggungjawab pidana menunjukkan
penting nya perbuatan seseorang. Hal-hal tersebut berlaku sekalipun seseorang tidak
melakukan sesuatu, namun dengan tidak melakukannya maka orang tersebut telah
melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban bertindak dan kewajiban lalai
sebagaimana diatur dalam Pasal 164 KUHP, menurut ketentuan pasal yang sama,
jika ada resiko suatu tindak pidana, jika sudah jelas ada resikonya maka harus
dilaporkan kepada pihak berwajib telah dilakukan. Kegagalan untuk melaporkan hal
ini akan mengakibatkan sanksi. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan
hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang
memuat totalitas dan larangan-larangan yang berkaitan dengan suatu negara tertentu
(hukum pendidikan).!°

Melindungi kepentingan umum memerlukan hukum pidana yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan. Badan legislatif dapat memasukkan unsur-unsur
kejahatan dalam masyarakat ke dalam undang-undang sebagai tindak pidana.
Sejarah memberitahu kita bahwa bentuk kejahatan tertua adalah kejahatan yang
menyebabkan kerugian atau kerusakan,dankejahatan yang menyebabkan kerugian
terjadi kemudian. Nampak nya sudah di pidana.!! tindak pidana sejak umat manusia
diciptakan di muka bumi. Kejahatan kemanusiaan adalah perbuatan yang
menyimpang dari sifat kemanusiaan, melanggar hak orang lain, serta menimbulkan

korban jiwa dan kerugian.

19§ R.Sianturi,“Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan”,Cet,3,Storia Grafika,
Jakarta, 2002, him 204
UKrismadi, pemerasan pengancaman, http:/krismadi. blogspot. com/2018/01/ pemerasan

pengancaman. html, diakses pada tanggal 5 Januari 2018,
pukul 22. 48 Wib.
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Oleh karena itu, dalam konsep hukum alam kuno, tindakan manusia tidak boleh
melanggar hukum alam, yaitu interaksi. Kejahatan merupakan permasalahan yang
akan selalu terjadi selama manusia masih ada di muka bumi, dan merupakan
permasalahan sosial yang sulit untuk diberantas, diberantas, atau dihilangkan. Dari
sudut pandang kriminologi, keadaan ini dapat diatasi dengan mengendalikan

kejahatan dengan mengurangi dan membatasi intensitasnya. '?

Hal ini tidak mungkin dilakukan karena meskipun terdapat undang-undang
yang ketat, kejahatan masih terjadi secara terang-terangan dan terselubung.
Permasalahan ketertiban dan keamanan sosial mempunyai dampak yang besar
terhadap situasi sosial di masyarakat. Sistem penegakan hukum yang baik
diperlukan untuk mengatur ketertiban umum, terutama pada masyarakat yang
budaya hukumnya belum meresap. Badan dan sistem penegakan hukum yang baik
harus dibentuk. Penegakan hukum menjadi landasan dalam mengatur tindak pidana
(kejahatan) perseorangan yang menimbulkan akibat dan kerugian bagi masyarakat
lainnya.

Kejahatan harus dilakukan atas dasar penegakan hukum. Penegakan hukum
adalah kegiatan menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tertuang dalam
peraturan atau undang-undang. Keselarasan tersebut digambarkan oleh Soedjono
Soekarno sebagai penciptaan, pemeliharaan dan pencegahan (tindakan rekayasa
sosial, pengendalian sosial, preventif dan korektif (penindasan) yang berkaitan
dengan pemenuhan tindak pidana atau unsur-unsur tindak pidana. Lebih lanjut,
putusan dalam perkara pidana dapat berubah tergantung pada situasi, tempat, waktu,

dan suasana, serta berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran nasional dan

12Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar AtasPasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Belanda Dan Pidana nya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia,

a, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 61
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opini masyarakat. Kejahatan yang berulang di masyarakat adalah perampasan
barang atau pemerasan barang milik pelaku. Kriminal pemerasan sering kali
dilakukan oleh pelaku kejahatan dari kalangan masyarakat bawah, dengan korban
masyarakat biasa, dan perbuatan yang dilakukan pelaku biasanya dilihat dari sudut
pandang masyarakat sehingga terkesan sepele, tidak penting, dan tidak terlalu
diperhatikan kejahatan.

Perspektif Meski kerugian nya tidak terlalu besar, namun kejahatan dan
pemerasan menimbulkan ketakutan dan trauma serta mengganggu ketertiban
masyarakat. Kota Medan merupakan wilayah metropolitan dengan jumlah
penduduk yang beragam dan standar perekonomian yang tinggi, sehingga menjadi
kawasan rawan di beberapa lokasi, termasuk kawasan Berawan.Wilayah Belawan
merupakan kawasan pelabuhan terluas di Pulau Sumatera, dekat dengan kawasan
industri Medan, dan merupakan kawasan dengan mobilitas tinggi. Kabupaten
Belawan disebut-sebut memiliki salah satu tingkat kejahatan tertinggi di Kota

Medan."?

Angka kejadian kejahatan di Indonesia terus meningkat baik secara kuantitatif
maupun kualitatif. Hal ini terlihat dalam kehidupan masyarakat yang terkadang
menggunakan dan menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhan dan
mencapai ambisinya. Salah satu cara nya adalah dengan melakukan kejahatan dalam
berbagai bentuk dan cara, termasuk pemerasan. Meskipun upaya telah dilakukan
untuk mengurangi atau mencegah segala bentuk kejahatan, namun angka kejahatan
di masyarakat saat ini terus meningkat. Kota Medan merupakan salah satu kota
terbesar di Indonesiadan besar kemungkinan nya ada orang yang melakukan tindak

pidana seperti pemerasan. Mengingat kebutuhan materi masyarakat yang terus

3Eka putra, Dasar- dasar Hukum Pidana Edisi 2, USU Press, Medan,2015,
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meningkat, ada saja masyarakat yang tanpa memikirkan risiko perbuatannya,
melakukan pekerjaan apa pun, termasuk kegiatan ilegal, untuk mendapatkan uang
dengan cepat dan mudah.!*Saat ini kita sering mendengar bahwa pelaku tindak
pidana pemerasan adalah orang- orang yang mengaku sebagai anggota suatu
organisasi kemasyarakatan.

Dalam pemerasan, para pelaku ini mengatasnamakan organisasi sosialnya
untuk mendapatkan sesuatu yang diminta, seperti uang atau barang.'> Peristiwa itu
terjadi di salah satu kecamatan Kota Medan, yakni kawasan Medan Amplas yang
dikenal sebagai terminal angkutan umum.

Dalam kejadian tersebut, warga kawasan Medan Amplas mengancam petugas
keamanan dikomplek gudang di kawasan Medan Amplas. Dia mengatakan kepada
penjaga keamanan kompleks perumahan bahwa, sebagai anggota komunitas
pemuda, dia tidak punya pilihan selain meminta orang lain memenuhi keinginan nya
dalam bentuk uang atau pekerjaan, baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
Jika ada bagian yang menjadi milik orang itu atau milik orang lain, atau
menimbulkan utang atau membatalkan utang, maka dikenakan pemerasan dan
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. '®

Pelaku dikenakan Pasal 368(1) KUHP karena perbuatannya termasuk dalam
unsur pemerasan, yaitu niat untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau
orang lain dengan mengancam meminta barang milik orang lain, dituntut menurut
Angka kejahatan pemerasan di Kota Medan meningkat menjadi 126 kasus pada

tahun 2016 akibat kasus pemerasan yang dilakukan warga Medan Amplas.

14 IrfandiS.,” Tinjauan KriminologisTerhadap Kejahatan Pemerasan”,melalui www.
repository. unhas.ac.id, di akses Selasa, 28 Februari 2017, Pukul 22. 29 wib.
BIbid.'®Ibid.
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Berdasarkan pantauan penulis, jumlah tindak pidana pemerasan di Kota Medan
mengalami penurunan pada tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun
2016, jumlah tindak pidana pemerasan di Kota Medan mencapai 126 kasus. Pada
tahun 2015 angka tindak pidana pemerasan sebesar 157, tahun 2014 sebesar 153,
tahun 2013 sebesar 204, dan tahun 2012 sebesar 91.!7

Salah satu faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana
pemerasan adalah faktor ekonomi. Kebutuhan hidup yang terus meningkat
mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja dan mempengaruhi pendapatan
individu dimasyarakat. Peristiwa tersebut membuat masyarakat Kota Medan marah
dan resah,yang pada akhirnya menimbulkan kebencian dikalangan masyarakat dan
berujung pada rusaknya persatuan dan kesatuan antar sesama saudara sebangsa.

Oleh karena itu, perlu adanya cara untuk mencegah dan menanggulangi tindak
pidana pemerasan yang banyak terjadi dimasyarakat khususnya di Kota Medan.Hal
ini juga perlu menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk akademisi, khususnya
sarjana hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum.'®

Hukum pidana menjadi landasan utama untuk melindungi berbagai kepentingan
masyarakat dari terganggunya kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bernegara.
Salah satu aspek yang harus dilindungi hukum pidana adalah lingkungan hidup,
yang merupakan unsur utama penunjang kehidupan dan penghidupan manusia yang
semakin kompleks saat ini. Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang telah
ditetapkan yang mempunyai kewajiban dan larangan, dalam hal ini sanksi berupa

hukuman, yaitu undang-undang yang mempunyai efek

17Jurnalis Pak Ems,“Anggota OKP ditangkap karena mengaku pemeras,”diakses WIB melalui www. medan cepat.

com, Rabu, 1 Maret 2017, pukul 20.28.
¥Data tindak pidana pemerasan dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim)Polrestabes
Medan Kota.
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jera khusus bagi pelakunya. Hukum pidana merupakan seperangkat norma atau
peraturan hukum yang memuat perintah dan larangan yang berkaitan dengan sanksi
pidana.

Rumusan hukum pidana ini merupakan hukum pidana substantif yaitu memuat
norma dan sanksi, atau menguraikan siapa yang dipidana, perbuatan apa yang di
pidana, dan jenis sanksi apa yang dijatuhkan. Kejahatan yang diatur dalam hukum
pidana mempunyai batasan tersendiri yang membedakan kejahatan yang satu
dengan kejahatan yang lain. Hukum harus menjadi kebijakan dan ditegakkan dalam
arti tidak boleh melanggar apa yang seharusnya dipatuhi oleh masyarakat
secarakeseluruhan.

Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran berarti hukum yang dilanggar akan
ditegakkan dan harus ditaati. Ketika setiap orang pada umumnya tunduk pada
peraturan hukum, maka terjadi pelanggaran terhadap hukum dan penegakan atau

penegakannya dilakukan lembaga peradilan.'

Kejahatan yang ditakutkan oleh masyarakat pada umumnya adalah kejahatan
pemerasan. Tindak pidana pemerasan ini terdapat dalam Pasal 368 KUHP dan
dirumuskan sebagai sesuatu, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian menjadi milik
orang itu atau milik pihak ketiga, atau sesuatu yang di pinjam oleh orang itu, atau
sesuatu yang tuntutan nya. Tindak pidana ini disebut pemerasan dan ancaman

hukuman nya maksimal sembilan tahun penjara.

YRuslan Renggong, 2019, Hukum Pidana Khusus, Plen ada Media, Jakarta,hal12.
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Tindak pidana pemerasan dalam hal ini dilakukan oleh seseorang yang merasa
memiliki kemampuan atau memiliki kekuasaan atas dasar keberanian dan
mengklaim suatu daerah/wilayah bahwa terdapat kekuasaan penuh terhadap dirinya.
Pelaku tindak pidana pemerasan dalam hal ini di Makassar di istilahkan sebagai
preman. Preman melakukan pemerasan karena berpikir bahwa dirinya adalah
seseorang yang berani (rewa) sehingga mengklaim suatu tempat sebagai wilayah
kekuasaannya dan siapa saja yang melakukan atau mencari mata pencaharian di
tempattersebut, wajib membayar uran yang dalam peraturan perundang-undangan
disebut retribusi daerah. Tindakan preman ini illegal karena dilakukan dengan cara
pemerasan disertai ancaman, perbuatan tidak menyenangkan kepada UMKM, dan
tidak bertanggung jawab. Iuran yang dipungut oleh preman ini disebut jatah
preman.?

Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman pada penelitian ini
terjadi di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Tindak pidana pemerasan ini
dilakukan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh
seseorang yang menganggap dirinya berani (rewa) dan berkuasa di suatu
daerah/wilayah dengan meminta iuran disertai ancaman dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau untuk kepentingan pribadi tetapi dengan alasan
sebagai uang keamanan di wilayah tersebut. Yang menjadi masalah dalam tindak
pidana pemerasan ini adalah pelaku UMKM yang tidak melakukan kewajibannya
membayar iuran atau tidak memberikan jatah preman, itu dianggap sebagai utang
dan berlipat ganda jika pada hari-hari berikutnya tidak dibayar. Apabila sudah

berbulan-bulan pelaku UMKM tidak membayar iuran tersebut, maka preman

2Sudikno Mertoku sumo,2010, Bunga Rampail Imu Hukum ,Liberty,Y ogyakarta,him.3-4.
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tersebut dapat melakukan tindakan tegas yang mengarah pada tindak pidana
pemerasan. yang dimana terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan berupa
kejahatan atau pelanggaran dan perbuatan tersebut berhubungan dengan sedemikian
tindak pidana yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dan dilakukan

secara terus menerus.>!

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok
yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk
lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu
pemecahanmasalah yang tepat dan mencapai tujuan yang di kehendaki berdasarkan
uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan hukum ini

dirumuskan, antara lain:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anggota organisasi
masyarakat yang melakukan tindak pidana pemerasan pada putusan No.

2603/Pid.B.2021/PN Mdn jo No. 31/Pid/2022/PT Mdn?

2. Bagaimana pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap
pelaku tindak pidana berdasarkan putusan No. 2603/Pid.B.2021/PN Mdn jo

No. 31/Pid/2022/PT Mdn?
1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak

pidana pemerasan dalam bentuk pemerasan.

2'Wirjono Prodjodikoro,1986,Tindak-tindak Pidana pemerasanTertentu dilndonesia.
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2. Untuk mengetahui pertimbangan dalam menjatuhkan saksi pidana terhadap

pelaku tindak pidana berdasarkan putusan No. 31/Pid/2022/PT Mdn?

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian dan penulis dilakukan dengan diharapkan dapat memberikan

manfaat antara lain :

1. ManfaatTeoritis

Memberi pemahanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh organisasi masyarakat,
selain itu juga diharapkan agar pelaku tindak pidana pemerasan tidak melakukan hal-hal yang
melanggar hukum, serta tujuan dari ditulisnya karya tulis ini diharapkan bisa menjadi referensi
tambahan guna pengembangan ilmu hukum pidana terkhususnya terhadap tindak pidana
pemerasan dan juga untuk mengetahui faktor — faktor permasalahan atau hambatan dalam
penegakan hukum tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat.

Pemerasan memiliki sedikit atau bahkan tidak ada manfaat teoritis yang positif.

Secara umum, praktik ini dianggap ilegal dan merugikan, karena dapat menghambat
pertumbuhan ekonomi, menciptakan ketidak setaraan, dan merugikan masyarakat secara
keseluruhan. Dalam konteks pemerintahan yang baik, pemberantasan pemerasan menjadi
prioritas untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan. Secara teoritis,
pemerasan tidak memiliki manfaat positif karena melibatkan praktik ilegal dan merugikan.
Pemerasan seringkali merugikan pihak yang terkena dampak, merusak tata kelola yang baik,
dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum dan etika,

pemerasan tidak memiliki dasar atau manfaat yang dapat dibenarkan.

2. ManfaatPraktis
a) BagiPenulis

Penelitian praktis memungkinkan penulis untuk mengasah keterampilan
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penulisan, karena penulis harus merinci temuan dan implikasi praktisnya dengan
jelas dan komprehensif.
b) BagiMasyarakat
Penelitian praktis dapat memberdayakan masyarakat dengan memberikan
pengetahuan dan aturan hukum yang berlaku dan dibutuhkan untuk mengatasi
masalah sehari-hari dan berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan.

c) BagiPemerintah

Penelitian praktis dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang
masalah keamanan dan pertahanan, membantu pemerintah dalam pengembangan

strategi yang lebih efektif untuk melindungi warganya.

1.5 Keaslian Penelitian
Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh penulis
terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan melalui penelusuran dimedia

internet yang berkaitan dengan judul peneliti. Diantara nya adalah:
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1. M habibi selein, mahasiswa fakultas hukum Universitas Medan Area dengan
nomor induk mahasiswa 16.840.0064, meneliti tentang perlindungan hukum
terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (umkm) dipajak usu kota medan
dalam tindak pidana pemerasan” (studi kasus) penelitian tersebut meneliti tentang:

1) Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pemerasan terhadap usaha mikro kecil dan
menengah di pajak usu kota medan?

2) Bagaimana perlindungan hukum dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah
dalam tindak pidana pemerasan dipajak usu kota medan?

2. Immanuel widrantara pandia ,mahasiswa fakultas hukum Universitas Medan Area,
dengan nomor induk mahasiswa 18.840.0013 meneliti tentang Penerapan hukum
pidana terhadap pemerasan oleh preman di Jembatan tuntungan Pancur Batu”
Penelitian tersebut meneliti tentang:

1) Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang pemerasan yang dilakukan oleh
preman di pancur batu?

2) Bagaimana upaya kepolisian pancur batu dalam menangani kejahatan pemerasan di
jembatan pancur batu?

3. Karonika guru singa, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan
nomor induk Mahasiswa 18.8400.024 meneliti tentang* Penegakan hukum pidana
terhadap pemerasan di wilayah hukum patumbak (studi kasus polsek patumbak)
Penelitian tersebut meneliti tentang:

1) Apa saja Faktor yang menyebabkan terjadinya pemerasan tersebut?

2) Bagaimana penegakan hukum pidana oleh Polsek Patumbak terhadap pemerasan di
wilayah hukum patumbak?

3) Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Polsek Patumbak dalam menanggulangi

pemerasan tersebut ?

UNIVERSITAS MEDAN AREA 17
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab pidana disebut “Responsibility” atau “criminal
pertanggungjawaban” dalam bahasa Inggris. Konsep pertanggungjawaban pidana
sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan masalah hukum, tetapi juga pada nilai-
nilai moral atau akal sehat yang dianut oleh suatu masyarakat atau sekelompok
masyarakat, yang menurutnya pertanggungjawaban pidana dicapai melalui
pemenuhankeadilan.?? Tanggung jawab pidana merupakan suatu bentuk penentuan
apakah tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas suatu kejahatan yang
dilakukan. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk

penentuan bersalah atau tidaknya seseorang.

Pertanggungjawaban pidana dipahami sebagai kelanjutan dari suatu
kejahatan obyektif yang merupakan suatu kejahatan dan yang secara subyektif
memenuhi syarat-syarat pidana kejahatan itu. Obyektif berarti bahwa perbuatan
yang dilakukan oleh seseorang merupakan perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang
dilarang di sini adalah perbuatan yang melanggar atau dilarang oleh undang- undang,
baik hukum formil maupun hukum substantif. Tanggung jawab subyektif,

sebaliknya, mengacu pada pelaku tindakan terlarang.>

22Hanafi, Mahrus, Sistem PertanggungJawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
, hlm-16.

ZRoslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Pertama, 3 Jakarta,
Ghalia Indonesia, him-33
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Profesor Mulyanto S.H. Berpendapat bahwak riminologi adalah ilmu tentang
kejahatan dan perbuatan salah serta orang-orang yang terlibat dalam kejahatan dan
perbuatan tersebut. Dalam hal ini, kejahatan juga berarti pelanggaran. Artinya, jika
Anda bertindak sesuai dengan hukum, Anda berisiko mendapat hukuman atau sanksi
pidana. ** Bersalah secara subyektif dapat dikatakan sebagai orang yang telah
melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sekalipun
perbuatan yang dilakukan itu memalukan atau dilarang, jika orang tersebut
melakukan kelalaian yang bukan merupakan tanggung jawabnya, ia tidak dapat

dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana, pelaku bertanggungjawab atas kejahatan
yang menjadi dasar penjatuhan pidana. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan
secara pidana apabila sesuatu atau perbuatan yang dilakukan nya melanggar hukum,
namun bila dalam diri orang itu ditemukan suatu unsur yang membuatnya tidak
mampu memikul tanggung jawab, maka seseorang dapat kehilangan sifat tanggung
jawabnya. Kejahatan hanya mengacu pada apakah tindakan tersebut melanggar atau
dilarang oleh hukum. Dihukum nya seseorang yang melakukan kejahatan tergantung
pada apakah orang yang melakukan kejahatan itu bersalah atau tidak.”® Menyadari
perlunya mengembangkan dorongan sosial, tekanan sosial, dan tekanan ekonomi
yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang menuju perbuatan salah.

Mempunyai potensi kriminal atau sosial, meskipun potensi tersebut
disebabkan oleh kelainan biologis dan psikologis atau kurang nya kesempatan sosial
ekonomi yang memadai untuk membentuk persatuan yang harmonis, Pusatkan

perhatian Anda pada orang yang ditampilkan.

24Ibid hlm.12

= ggﬁu , Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju KepadaTiada Pertanggungjawab
UNIVERSIT}AI§CI%]%§ a Iégﬁtéan, Cetakan ke-2, Jakarta Kencana, 2006, hlm-68
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Dari pendapat Bernest dan Teater diatas, jelas bahwa kejahatan dapat diatasi
jika kondisi ekonomi dan sosial-lingkungan yang mendukung perilaku kriminal
dapat dipulihkan. Dengan kata lain, perbaikan situasi perekonomian mutlak
diperlukan.?® Ada nya jaminan ini mempunyai arti bahwa seseorang terlindungi dari
perbuatan orang lain yang melanggar hukum, dan sebagai pengendalian, karena
siapa yang melanggar hukum pidana dimintai pertanggungjawaban pidana. Kitab
hukum KUHP tidak secara jelas mendefinisikan struktur pertanggungjawaban

pidana yang berlaku.

Pada beberapa pasal hukum pidana sering kali disebutkan kelalaian yang
berupa kesengajaan atau kealpaan, namun sayangnya pengertian kesengajaan atau
kelalaian tidak dijelaskan dalam undang-undang. Walaupun belum ada penjelasan
lebih lanjut mengenai kesengajaan atau kelalaian, namun berdasarkan ajaran dan
pendapat para ahli hukum mengenai ketentuan KUHP, kami berpendapat bahwa
ketentuan tersebut mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian yang harus
dibuktikan oleh pengadilan. Menyimpulkan oleh karena itu, untuk dapat memidana
pelaku suatu tindak pidana, selain harus dibuktikan adanya suatu tindak pidana,

adanya kesengajaan atau kelalaiannya juga harus dibuktikan.?’

2.1.2 Dasar Hukum Pertangggungjawaban Pidana

Adapun penjelasan beberapa Pasal didalam KUHP yang dapat mengakomodir
perbuatan pemerasan. Adalah sebagai berikut: Pasal 368 KUHP* barang siapa dengan

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

26Firman Tambunan, “Peranan Pemolisian Masyarakat terhadap Pembinaan Sistem Keamanan
Lingkungan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan di Wilayah Polisi Sektor

UNIVERSI']RIQ(@%EP@%W MFakultas Hukum, II (Oktober 2014)

anafl anl Mahrus Ali,2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Rajayali Pers, him-5, /9/25
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secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah
milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang,

diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”?

Pertanggungjawaban pidana terhadap pemerasan diatur dalam berbagai
peraturan, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada
tingkat hukum pidana , pelaku pemerasan dapat di kenai sanksi pidana sesuai dengan
peraturan yang berlaku, seperti KUHP dan Undang - Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Selain itu, terdapat juga penelitian - penelitian yang membahas
mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pemerasan dalam berbagai konteks,
seperti pada bidang pendidikan dan pelayanan.?’ publik namun, untuk informasi
lebih detail mengenai dasar hukum pertanggungjawaban pidana pemerasan,

disarankan untuk merujuk langsung ke sumber hukum yang terkait.

2.1.3 Unsur Pertanggungjawaban Pidana
Menurut Pak A. Soetomo, Pasal 1 Angka 24 KUHAP menggunakan istilah
“peristiwa pidana” yang artinya laporan kepada pihak yang berwenang mengenai
telah terjadi atau patut diduga telah terjadi suatu peristiwa pidana. Itu digunakan
yang dimaksud dengan “tindak pidana” saat ini digunakan dalam Pasal 1 Ayat 25
KUHAP, yaitu laporan yang meminta pejabat yang berwenang untuk mengambil

tindakan hukum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.>* Menurut

Barda Nawawi Arief, diri nyalah yang memberikan konsep tersebut. “Kejahatan

28Raad Kertha, Vol. 01, No. 01 Februari 2018

PHutur IrvanV Pandiangan, Magister [lmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera
Utara, J1. Sisingamangara. Medan.

3Wirdjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Pt. Refika Aditama,
Bandung, 2010, hlm. 54
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pada hakikatnya adalah perbuatan melawan hukum yang formal dan substantif.”
Lebih lanjut disebutkan bahwa kejahatan adalah perbuatan atau kelalaian perbuatan
yang dinyatakan dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan undang-

undang. Jika dilihat dari definisi di atas, pada dasarnya terlihat seperti ini:

1. Takdir dalam Penalti Baal Takdir artinya suatu transaksi, perbuatan, atau
perbuatan.
2. Yang dimaksud dengan pidana Baalfeit adalah berkaitan dengan kesalahan
orang yang melakukan perbuatan tersebut di atas.
Dalam hal ini, beberapa faktor harus dipenuhi untuk menetapkan bahwa
seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban. Elemen-elemen ini adalah.?!
1. Adanya suatu tindak pidana
2. Unsur kesalahan
3. Kesengajaan
A. Sengaja sebagai maksud
B. Sengaja sebagai suatu keharusan

C. Sengaja Sebagai kemungkinan

Jika ingin mengaitkan pelaku dengan suatu perbuatan agar dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, maka untuk menentukan

pidananya pelaku perlu dibuktikan bahwa:

1. Pokok persoalannya harus sesuai dengan teks undang-undang.

2. Terjadi kesalahan dalam pelaksanaan nya.

3 . i . e . .
UNIVE RSIR IAH%%/I E%Igﬁa}fﬁtﬁ, &008, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisirevisi, Jakarta, Renika Cipta,
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3. Gugatan itu tidaksah.

4. Perbuatan ini dilarang dan dapat diancam dengan pidana.*

2.2 Tinjauan Umum Organisasi Masyarakat

2.2.1 Pengertian Organisasi Masyarakat

Pengertian Organisasi Masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, terdapat tiga aspek yang saling berinteraksi dan memiliki peran yang
seimbang, yaitu negara, masyarakat sipil/madani, dan pasar. Menurut Jimly
Asshiddiqie, ketigaranah kekuasaan tersebut memiliki logika dan hukum nya
masing-masing. Catatan harus berjalan beriringan dan sejalan, sama-samakuat dan
sama-sama saling mengendalikan satu sama lain, tetapi tidak boleh saling
mencampuri atau dicampur adukan. Jika kekuasaan negara terlalu dominan,
demokrasi tidak akan tumbuh karena selalu didikte dan dikendalikan oleh negara.
Jika kekuasaan pasar terlalu kuat,melampaui kekuatan“civilsociety’’dan negara, itu
berarti kekuatan uang atau kapitalis yang menentukan kehidupan bermasyarakat
dan bernegara. Begitu juga jika kekuatan dominan adalah “civilsociety”,
sedangkan negara dan pasar lemah, maka yang akan terjadi adalah usituasi
“chaos”, “messy”, “government less”, tanpa arah yang jelas.

Dalam konteks bernegara, masyarakat sipil adalah bentuk interaksi antar
warga negara. Dalam statusnya sebagai warga negara, ia memiliki hak-hak yang
harus dipenuhi oleh negaradan memiliki kekuatan untuk mencapai tujuan bersama

yang telah dinyatakan didalam konstitusi.Tujuan bernegara, tidak selalu harus atau

bahkan tidak selalu dapat dicapai oleh institusi atau penyelenggara negara.

2Wii AKk, “Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan.”
UNIVE RSI’IE%;TEaMaE P}'Kgﬁr}glg? ia Pustaka Utama, 2010), hlm. 36 5 A 43/9/25
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Pencapaian tujuan bernegara membutuhkan peran bersama antara masyarakat sipil,
negara, dan pasar. Peranmasyarakat sipil tidak hanya untuk berpartisipasi dalam
penyelenggaraan negara, tetapi juga untuk mengelola dan mengembangkan

dirinyasendiri.*

Agar masyarakat sipil berkembang dan dinamis sesuai dengan hukum dan
karakteristik yang dimiliki, harus dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi
upaya-upaya yang mereka lakukan, dengan sedikit mungkin melakukan intervensi
yang bersifat memaksa. Intervensi yang terlalu kuat terhadap masyarakat sipil akan
berakibat pada terjadinya menegarakan masyarakat sipil, seperti yang terjadi pada

masa Orde Baru.

Hal itu akan memadamkan dinamika sosial, melumpuhkan kreativitas, dan
menciptakan ketergantungan masyarakat sipil pada negara. Akibatnya, persoalan-
persoalan kebangsaan yang seharusnya diselesaikan oleh masyarakat sipil menjadi
terabaik anda menjadi beban negara yang berat. Salah satu bentuk organisasi
masyarakat sipil adalah organisasi kemasyarakatan (Ormas), sebagai organisasi
yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Indonesiasecara sukarela
berdasarkan kesamaan tertentu dan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam UU
Nomor 8 Tahun 1985 jo. Undang- Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2.3

2.2.2 Dasar Hukum Organisasi Masyarakat

Dasar hukum untuk organisasi masyarakat di Indonesia tercantum dalam

33Revitalisasi Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Menegakka Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal

UNIVERSITS&nTHE 3 faky sy Hukum, Univ. Brawijaya, 2014,*Ibidh.4
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Undang - undang No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Selain itu terdapat

itu, terdapat juga peraturan pelaksana yang mengatur tentang pendaftaran dan pengelolaan
sistem informasi organisasi kemasyarakatan, seperti Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2016
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017. Adapun aturan
daerah terkait hal ini juga dapat ditemukan dalam Peraturan Daerah masing-masing kabupaten

atau kota.>

2.2.3 Unsur Organisasi Masyarakat

1. Struktur Organisasi

Menentukan bagaimana tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam
organisasi dibagi dan diterapkan. Dalam hal pemberantasan pemerasan, pemerintah
membentuk pemerasan yang terdiri dari kelompok ahli berasal dari unsur akademisi,
tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang

pemberantasan pemerasan.

2. MisidanTujuan:

Menentukan arah dan tujuan dari kegiatan organisasi. Dalam hal
pemberantasan pemerasan, misi dan tujuan pemerasan adalah melaksanakan
pemberantasan pemerasan secara efektif dan efisien dengan melibatkan masyarakat
dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.>®

2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerasan

35Undang-undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
36 ibid
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2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pemerasan

Pengertian hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan
berkaitan dengan fungsi represif hukum pidana. Dalam hal ini
pertanggungjawaban pidana perseorangan berarti dihukum. Oleh karena itu,
konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat yang diperlukan
untuk menjatuhkan kesalahan kepada pelaku kejahatan, berdasarkan
kesatuan konsep (hukum pidana) dan proses hukum. Penetapan
pertanggungjawaban pidana tidak hanya bertujuan untuk menarik perhatian
masyarakat dan pelaku nya sendiri, tetapi juga tergantung pada
terpenuhinya dan keadaan agar pelaku kejahatan dapat dimintai

pertanggungjawabannya. Baik di negara-negara yang menganut sistem civil law
maupun commonlaw, tanggungjawab pidana umum nya dipandang negatif. Artinya,
dalam hukum pidana Indonesia, seperti halnya dalam sistem hukum perdata lainnya,
undang-undang tersebut sebenarnya menetapkan kondisi- kondisi yang membuat
para pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.>®
Bagaimana pengaturan hukum tindak pidanapemerasan berdasarkan Pasal 368
KUHP, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pemerasan berdasarkan
Pasal 368 KUHP.
1. Pengaturan hukum tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP
Umum, termasuk Pasal 27,29, dan 45 unsur-unsur Subjektif Undang-Undang

(UU) ITE ). Nomor19 Tahun 2016)dan telah terdaftar sebagai Rex Specialis.

2. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal
368 Ayat 2 KUHP. Tindak pidana pemerasan dengan intimidasi yang bentuk

intimidasinya berupa ancaman kekerasan. Pada dasarnya kejahatannya adalah

36
UNIVERSIT I}S ME ﬁ ”ENDAK PIDANA PEMERASAN BERDASARKAN PASAL 368 KUHP 1
........................ 8} eh.:..M@lﬁqﬁnm Kenny Alweni
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pemerasan, bukan pemerasan. Intimidasi kini telah menjadi sarana intimidasi.>’
Konsep negara hukum adalah segala perbuatan dan perbuatan rakyat berdasarkan
hukum yang berlaku demi terciptanya, terpeliharanya, dan terpeliharanya
kehidupan bermasyarakat yang tenteram sesuai dengan ketentuan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 hal-hal. Artinya seluruh warga negara mempunyai
hak untuk merasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan dan pelanggaran.

Selain menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan

bermasyarakat, tentunya ada pertimbangan lain yang harus diperhatikan untuk

menciptakan rasa keadilan dalam penegakan hukum.

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang senantiasa dihadapi oleh semua

masyarakat di seluruh dunia, dan selama manusia masih ada, maka kejahatan

merupakan fenomena sosial yang akan sulit untuk diberantas atau dihilangkan

sepenuhnya.

Tindak pidana pemerasan merupakan cara yang umum dilakukan oleh

sebagian orang untuk melaksanakan maksud dan perbuatannya. Hal ini di ketahui

di media massa dan media elektronik. Banyak faktor yang dapat mendorong

seseorang melakukan tindak pidana pemerasan, antara lain faktor ekonomi,

meningkatnya kebutuhan hidup, dan terbatas nya lapangan kerja, yang turut

mempengaruhi pendapatan masyarakat. Ketidakpuasan yang mendalam terhadap

penghasilan yang minim atau penghasilan yang sah menyebabkan masyarakat

berpikir jahat dalam memenuhi kebutuhan nya sebagaimana diharapkan dari

kejahatan yang dilakukan. Artinya seluruh warga negara mempunyai hak untuk

merasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum.

KAJIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN BERDASARKAN PASAL 368 KUHP 10leh:

37]
UNIVERSITAS, ME!
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Selain menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan
bermasyarakat, tentunya ada pertimbangan lain yang harus diperhatikan untuk
menciptakan rasa keadilan dalam penegakan hukum. Permasalahan kejahatan dan
perilaku kriminal merupakan sebuah fenomena sosial yang senantiasa dihadapi oleh
setiap masyarakat di seluruh dunia, dan selama manusia masih ada, hal tersebut
merupakan fenomena sosial yang akan sulit untuk diberantas atau dihilangkan secara
tuntas. Tindakpidanapemerasanmerupakancarayangumumdilakukanolehsebagian
orang untuk melaksanakan maksud dan perbuatannya. Hal ini diketahui di media massa
dan media elektronik. Banyak faktor yang dapat mendorong seseorang melakukan
tindak pidana pemerasan, antara lain faktor ekonomi, meningkatnya kebutuhan hidup,
dan terbatasnya lapangan kerja, yang turut mempengaruhi pendapatan masyarakat.

Ketidakpuasan yang mendalam terhadap pendapatan yang minim atau
kurangnyapendapatan yangsahmembuat masyarakat menganggap kejahatan demi
memenuhi kebutuhan yang diharapkan dari kejahatan yang dilakukan.** Ancaman
adalah perbuatan yang dapat menguntungkan seseorang/pihak (pemeras) dan
merugikan pihak lain (pemeras). Intimidasi adalah istilah hukum, dan rumusan
hukum pidananya berdasarkan hukum positif.

Jika dilihat dari kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia, kata ini berasal
dari kata dasar “pelas” dan memiliki arti leksikal yaitu “mengancam uang atau hal
lainnya”. Black’s Law Dictionary mendefinisikan pemerasan sebagai ,,permintaan
ancaman yang dibuat tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Pemerasan identik dengan memperolehsesuatu melalui cara yangmelawan
hukum seperti tekanan atau paksaan. Atau, melanggar hak orang lain dengan

menyerang karakternya atau melakukan perilaku pemaksaan dengan tujuan
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memperoleh keringanan barang, utang, atau tuntutan. Selain melanggar pasal 368
KUHP hingga menimbulkan kerugian pada orang lain, tindak pidana pemerasan
juga melanggar hukum berdasarkan UU 194538
Meminta seseorang bertanggungjawab secara pidana tidak hanya berarti sah
untuk menuntut mereka atas suatukejahatan, namun juga merupakan tugas mereka
untuk meminta pertanggungjawaban atas kejahatan yang mereka lakukan.
Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemerasan dengan
menggunakan media elektronik dapat diancam dengan pidana dan non pidana.
Tindakan itu merupakan upaya pengendalian kejahatan yang fokus pada
pemberantasan pasca kejahatan. Penyidikan, penyidikan yang berujung pada
penuntutan, dan putusan pengadilan merupakan proses dimana pelaku pemerasan
melalui media elektronik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Upaya
penghukuman dengan tindakan represif melalui cara pidana Tindakan yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah dilakukannya tindak pidana
pemerasan atau tindak pidana lainnya dengan cara menegakkan hukum sesuai
dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Tindakan non-kriminal adalah tindakan non-kriminal yang bersifat preventif,
yaitu pencegahan. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mencegah masyarakat
belum memahami sepenuhnya isi UUT elekomunikasi dengan memberikan edukasi
kepada aparat kepolisian tentang cara menggunakan dan menjelaskan cara
menggunakan telekomunikasi memberikan peraturan. Lebih lanjut pesat nya

peningkatan kasus pemerasan dan intimidasi melalui media elektronik dan inisiatif

¥Kamus BesarBahasalndonesia,2002.Pemerasan.hlm.855.
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non-kriminal menjelaskan adanya sanksi sosial yang dapat dijatuhkan jika terjadi
kejahatan. Selain itu, memberikan pelatihan hukum dan penjangkauan masyarakat,
serta penjangkauan kepada masyarakat lokal dan pemimpin agama, merupakan
tindakan pencegahan yang penting.*’
2.3.2 Dasar Hukum Tindak Pidana Pemerasan

Dalam pemerasan hukum pidana, dasar hukum pemerasan pada pasal 368
hukum pidana lama masih berlaku pada saat pasal di terbitkannya, dan hukum
pidana baru ada pada pasal 482 UU 1 Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 482 UU,
tindak pidana pemerasan adalah sebagai berikut:
1. D1 pidana melakukan pemerasan, pidana penjara paling lama sembilan tahun
(sembilan tahun) Seseorang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk
melecehkan orang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan melawan hukum bagi dirinya
sendiri atau orang lain:

a. Memberikan suatu barang yang seluruh nya atau sebagian menjadi miliknya,

kepada orang tersebut atau orang lain;

b. Membayar hutang, menyetujui hutang, membatalkan tagihan.

Ketentuan Pasal 479 ayat 2 sampai dengan 4 berlaku juga terhadap pemerasan
sebagaimana dimaksud pada ayat
1. Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa
penyerahan seluruh atau sebagian barang milik seseorang atau orang lain, atau
untuk membuat atau membatalkan suatu utang, diancam dengan pidana pemerasan

dan pidana penjara paling lama sembilan bulan tahu Penjara.

39 : « _ . . 9y . . .
UNIVERSI'E len§ Wﬁﬁﬁ.kﬁgﬂang, ‘Dasar-dasarHukum Pidana Indonesia” PT.Citra Aditya Bakti,Bandung,2011,
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2. Ketentuan pasal 365, kalimat kedua, ketiga dan keempat berlaku terhadap

kejahatan ini.*?

Pasal 482 UU Nomor 1 Tahun 2023: Dalam KUHP baru, tindak pidana

intimidasi dengan kekerasan didefinisikan dalam Pasal 482 UU Nomor 1 Tahun

2023 sebagai berikut. Untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau

memaksa orang lain melakukannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan:

a. Memindahkan seluruh atau sebagian barang milik orang itu atau orang lain,

atau SM untuk menimbulkan utang, mengakui utang, atau membatalkan

tuntutan.

b. Ketentuan Pasal 479 ayat (2) sampai dengan ayat (4) berlaku pula terhadap

pemerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Penjelasan Pasal 482 UU

Januari 2023:

c. Sebagai mana dijelaskan pada ayat (1) Pasal 482 UU.

Pada Januari 2023, pasal ini mengatur tentang tindak pidana pemerasan.

Dalam ketentuan ini, pemaksaan kemungkinan dapat berupa pemaksaan

fisik atau eksternal, misalnya menggunakan senjata tajam atau ujung

senjata api. Dalam hal ini, kekerasan atau ancaman kekerasan tidak serta

merta ditujukan kepada orang yang dimintai penyediaan barang,

berhutang, atau menghapuskan hutang, namun bisa juga ditujukan kepada

orang lain, seperti anak, istri, suami.

d. Lebih lanjut, pengertian “pemaksaan” dalam pengertian Pasal 482 (1) UU 1

Tahun 2023 meliputi pemaksaan yang berhasil (misalnya pemindahan barang)

dan pemaksaan yang tidak berhasil.

UNIVERSITAS MER&HMP%M 368 KUHP tentang Pemerasan dengan Kekerasan.
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Apabila ancaman tersebut gagal, maka pelaku tetap akan dituntut berdasarkan

ketentuan ini dan bukan berdasarkan ketentuan eksperimenta

1.41

2.3.3 Unsur Tindak Pidana Pemerasan

Unsur-unsur objektif terdiri dari: Perbuatan memaksa (dwingen). Undang-

undang tidak menjelaskan perihal definisi dari memaksa.

1.

Perbuatan memaksa adalah berupa perbuatan (secara menggunakan cara
kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan kehendak atau
keinginan pada korban, agar korban itu melakukan sesuatu yang
bertentangan dengan kehendak korban itu sendiri. Dalam hal ini, sebagai
akibat pemaksaan, korban memiliki rasa cemas dan takut sehingga dari kondisi

tersebut korban akhirnya menuruti kehendak pelaku. Pemenuhan kehendak pada
bentuk pemerasan ini berbeda dengan pemenuhan kehendak pada bentuk penipuan.
Jika pemenuhan kehendak pada pemerasan dilakukan dengan paksaan, pemenuhan
kehendak pada penipuan dilakukan secara sukarela tanpa ada rasa keberatan atau

tertekan.

Pemaksaan terhadap seseorang. Bahwa perbuatan memaksa itu ditujukan
pada seseorang untuk menyerahkan barang, menghapuskan piutang atau
memberikan hutang . Dalam hal ini tidak selalu orang yang menerima
paksaan adalah orang yang dengan orang yang memberikan utang,

menyerahkan benda atau menghapuskan piutang.*?

“Mohammad Kenny Alweni.“Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 dan
KUHP.” Jurnal Lex Crimen, Vol. 3, No. 3, 2019
UNIVERSITAS MEDANABRIE# koro,S.H.,M
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BAB I11

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di pengadilan tinggi Medan J1. Ngumban Surbakti No.

38 A Sempakata Kec. Medan Selayang, Kota Medan , Provinsi Sumatera Utara.

3.1.2 Tempat Penelitian

Bulan
Desember | Februari | Juli Agustus/September/
oktober2024
No| Kegiatan | 2023 2024 2024 Keterangan

1 | Pengajuan

Judul

2 | Seminar

Proposal

3 | Penelitian

4 | Penulisan
dan
Bimbingan
Skripsi
UNIVERSITAS MEDAN AREA
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5 | Seminar

Hasil
6 | Pengajuan
Berkas
Meja
Hijau
7 | Skripsi

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menganut metode penelitian normatif
empiris, disebut juga penelitian hukum normatif terapan (penelitian hukum terapan).
Kajian ini merupakan kajian terhadap segala peristiwa hukum yang terjadi dalam
masyarakatuntuk melaksanakan atau melaksanakan hukum positif (perundang-
undangan) dan mendokumentasikan apa yang sebenarnya dilakukan (fakta).
Penerapan Undang - Undang pada peristiwa hukum sesuai dengan ketentuan
Peraturan Undang — Undang. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data

primer dan sekunder yang terdiri dari:

a) Data primer adalah data yang diperoleh dari data lapangan yang
dikumpulkan dari responden, narasumber, pengumpulan data lapangan

melalui wawancara.*?

b) Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei terhadap
teks yaitu 4 buku, jurnal, laporan seminar, esai, kamus hukum,ensiklopedia

hukum, dan dokumen hukum lainnya yang diperoleh melalui.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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Penelitian ini adalah deskriftif analisis yaitu memberikan gambaran atau
pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang
dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.
penelitian ini untuk mengetahui secara pasti kedudukan hukum.yang berkaitan

dengan penulisan skripsi.

3.2.2 Jenis Data

a. Data Primer: Undang-undang dasar negara replublik indonesia tahun 1945 nomor
19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008

informasi dan transaksi elektronik.

b. Data Sekunder : berupa Buku-buku, jurnal, hukum maupun literatur lainnya yang

relevan denga pembahasan penelitian.

c. Data Tersier: yaitu bahan-bahan yang memeberikan informasi tentang bahan-
bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus-kamus,eksiklopedia,artikel

majalah, koran, data print out internet.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dimulai dari beberapa karya ilmiah kemudian
memperoleh data terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana
pemerasan dalam bentuk pemerasan organisasi masyarakat. Hal ini juga berlaku
ketika penulis menyimpulkan penelitian terkait dengan data danbahan yang
diperlukan untuk meneliti penelitian ini, setidaknya dengan mendekati
kategori/karakteristik sebuah karya ilmiah. Orang yang baik. Dalam penelitian ini

penulis menggunakan dua metode yaitu:

UNIVERSITAS Mﬁﬁrﬁ&%ﬂgl}'{l . SH. M. Hum,”Metode Penelitian Hukum”,UNRAM Press, Juni 2020 ,
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a. Penelitian kepustakaan (/ibrary research), yaitu dengan melakukan penelitian
terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku ilmiah hukum,jurnal

hukum, laporan ilmiah, peraturan hukum dan dokumen hukum lainnya.
Penelitian lapangan,atau penelitian langsung pada Studi Putusan Pengadilan

Tinggi Medan.

3.2.4 Analisis Data

Penelitian ini menganalisis secara kualitatif data yang dilakukan, dengan
fokus pada pemahaman permasalahan dalam kehidupan sosial berdasarkan situasi
nyata yangkompleks dan rinci. Data kualitatif yang dikumpulkan secara sistematis
dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan pokok dan dibahas secara
kualitatif dalam penulisan makalah ini untuk mendapatkan jawaban yang jelas dan
hasil yang akurat. Sedangkan data dikelompokkan dalam bentuk teori sesuai
pembahasan pada subbab dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan
gambaran yang jelas mengenai pokok permasalahan. Selain itu,data yang terkumpul
dievaluasi secara deskriptif oleh penulis agar dapat memperoleh gambaran

menyeluruh tentang fakta-fakta dalam keadaan hukum subjek dan objek. kemudian

menyelesaikannya dengan menggunakan induksi untuk memperoleh kesimpulan

sebagai jawaban dari soal yang dirumuskan.**

#Syamsu 1Arifin,2012,“Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum”,Medan Area

niversity Press, Medan, HIm. 36
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BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

1.

Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota organisasi masyarakat yang melakukan
tindak pidana pemerasan dimana sekarang beberapa organisasi masyarakat atau ormas sudah
melenceng dan tidak lagi berpedoman kepada aturan hukum tentang tindak pidana
pemerasan, bahwasanya pelaku sudah memenuhi unsur unsur dari tindakan yang
didakwakan yaitu dalam surat dakwaan yang Disusun dalam bentuk dakwaan alternatif
dimana pelaku melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 KUHP serta Pasal 2 ayat
(1) Undang — undang Darurat No. 12 Tahun 195. Namun Organisasi masyarakat banyak
melakukan perbuatan melanggar aturan hukum seperti Tindak pidana pemerasan, oleh sebab
itu setiap organisasi yang melakukan tindak pidana haruus dimintakan pertanggungjawaban
seperti contoh kasus pada putusan no : 2603 / Pid. B/.2021 / PN MDN Jo No. 31/ Pid/ 2022/
PT MDN. Sehingga pelaku disebut sebagai pemerasan dengan paksa dan harus diminta
pertanggungjawaban pidana sesuai yang diatur dalam pasal 368 KUHP tersebut yaitu dengan
ancaman pidana sembilan tahun penjara. Serta tidak mempunyai alasan pemaaf yang bisa
menghapus kesalahan terdakwa, sehingga sesudah unsur objektif terpenuhi, unsur
pertanggungjawaban pidana terpenuhi, dan Pelaku dinyatakan bersalah.

Pertimbangan hakim saat menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana
pemerasan memakai ancaman kepada saksi korban bahwa apabila tidak melakukan
pembayaran sebanyak 10.00 maka korban tidak di perbolehkan lewat sehingga menjadikan
saksi korban merasa takut sehingga melakukan pembayaran kepada

pelaku. Selain itu hakim saat menjatuhkan sanksi pidana wajib mempertimbangkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 35‘8’25

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25



Felix Alatan Sitorus - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan ...

hal-hal apa saja yang meringankan serta memberatkan untuk terdakwa . Dengan hal yang
memberatkan yaitu terdakwa melakukan pemerasan kepada setiap mobil proyek yang
melintas dan pelaku mengatakan bahwa mereka merupakan bagian dari serikat pekerja
seluruh Indonesia. Hal yang meringankan pelaku dalam persidangan bersifat sopan dan
menyesali perbuatan yang di lakukan nya , sehingga hakim memberikan putusan terhadap
pelaku tindak pidana selama 1 tahun 6 bulan dalam upaya banding. Oleh karna itu
berdasarkan dari dakwaan penuntut umum keterangan saksi, kterangan terdakwa, barang
bukti, terdakwa sudah melengkapi unsur unsur dari pasal yang didakwakan sehingga
menurut hakim terdakwa dapat dipidana. Dan dalam putusan pertamabahwa sanksi
diberikan masatahanan sesuai pasal 368 Ayat

(1) KUHP dan undang — undang perundang — undangan yang bersakutan dengan pidana
penjara selama 1 (tahun) , 6 ( bulan). Sehingga dalam keterangan yang diberikan pihak
terdakwa maka hakim menjadikan pengurangan masa tahanan penjara selama 8 (delapan)

bulan.

5.2 SARAN

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota organisasi masyarakat (ormas) yang
melakukan tindak pidana pemerasan perlu ditegakkan dengan lebih konsisten karena banyak
ormas yang telah melenceng dari tujuan awal mereka. Dan hakim mestinya saat memutuskan
suatu perkara harus memperhatikan secara cermat perundang-undangan dan
mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan atas perbuatan seseorang yang melakukan
tindak Pidana.

2. Masyarakat diharapkan lebih waspada terhadap berbagai jenis kejahatan, terkhususnya yaitu
tindak kejahatan pemerasan hal guna mengurangi jumlah korban, serta apabila masyarakat

menjadi korban dari tindakan pemerasan segera laporkan kepada kepolisian.
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